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BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHRUN 2008
[ENT AN

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTUR AL

DINAS PENDAPATAN, PENGELOIMAN KIETANGAN DAN ANET DAFR AH

Menimbang

Mengingat

_Lp.'l

KABUPATE N PEMALANG

BUPATI PEMAL ANC,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peruturan Bupati Pemalang Nomor 53
Tahun 2008 tentany enjabaran Tugas Pokok. Fungsi dan Taa Ko
Dias Dacrsh Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel
Daerah kabupaten Pemalang:

bahwa berdusarkan pertimbsingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uruian Tugas Jabatan Stukiural
Dinas Pendapatan, Penpelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaien
Pemalang.

Undang-Undung Nomor 13 Tahun 1950 temang Pembentukan Dacraab-
daerah Kabupaien dalsm Lingkungan Propinsi Juwa Tengah;
Undang-[_]ndung Memor 8 Tuhun 1974 entang I‘nknk-puknl\
Kepegawakan (Lembarun Negara Republik Indonesia Tshun 1974 Nowmor
55. Tambahan Lemboran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3041,
sebagaimana telah diubah deopan Undang-Undiwg Nomor 43 Talun
1999 tentang Perubahan atas Undiang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tiimbahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Noemor 10 Tahun 2004 tenizing Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {l embaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,
Tambahan Lembiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
Undang-Undang Nomwr 32 Tuhun 2004 tentang Pemenntaban Daerah
(Lembaran Negars Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 123
Tambahan Lembaran Nepara Repubtk  Indonesia  Nomor 4437,
sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tuhun 2004 wntang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Repubiik fndonesiz lahun 2068 Nomor 5. Tambaban Lembaran Negaru
Republil- Indonesiu Nomor 4844y

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 wenanp Penetapan Mula
Berlakunya bndang-undung Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan  Pemerintzlh Momor 9 Tahun 2003 weniang Wewenang
Pengangkatan, Pemindaban dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil
(lL.embaran Nepara Republih  Indonesin Tabun 2002 Nemor 15,
Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia Nomuor 42623
Peraturan Pemeriniih  Nomor 79 Tahun 2005 wrting  Pedoman
Pernbinaan  «an Pengawasan  Penyelengpurasn  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Talwn 2005 Nomer 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonestu Fabun 2005 Nomaor
45913y



http://jdih. pemalangkab go.id/

10.

13.

14.

Menetapkan

Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Lirusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrish Provinsi  dan
Pemerintahan Dacrah  Kabupaten/Kola (Lembarun  Negara Republik
Indonesta Tahun 2007 Nomwr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerinwh Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembiaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Presiden Nemer | Tahun 2007 ientang Pengesahan,
Pengundangan dan [cniycebarlinasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 1entang Pewn juk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

Peraturan Dacrah kabupaten Pemalang Nomor | Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahat yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor ).

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomwor 12 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12):
Peratur:an Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 lentang Penjabariin
Tugas Pokok, Fung:i dun Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Peralang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tabun 2008 Nomwr 33).

MENMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TL GAS JABATAN
STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAL KABLIPATEN PEMALANG.

BAHB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati int. yang dimaksud dengan:

Daerah adalzh Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disehul Pemwrintah Qacrub adalab Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur pemyeleoppar Pemerintuhan Daerah.

Bupati adalab Bupau Pemalang.

Perangkai Duerah adalah unsur pembaniuy hepula doerah yung terdici dan sekretarat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daaiih, kembapa eknis daerah, kecamatan dan kelirshan.

Sekretaris Daerah adujah Sekretars Dacrah Kabupaten Pemualang

Dinas Daerah adalah Dipas Dacrah Kabopaen Memalang.

Inas Pendapatan, Pengelolasn Kewangan dan Aset Daerah adulah Dinas  Pendapatan.
Pengelelaan Keuangan dan Aset Llaerah kabupaten Pemalanp

Kepala Dinas adatah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan diun Asel Dierih
Kabupate n Pemalang.

Analisis Jabatan adaiah proses, metode dan teknk uniuk  mendapatkan daa jabatan,
menyajikan uniuk program-program kelembagaan, kepegawaiin dan kelstalaksanaan ser
memberikan layanan pemanfaatannya bapr pihak-pihak yang menpgunakannya.

Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menpgunakan periingkat kerja untuk
memperoleh hasil kenja.

Uraian Tugas adakh paparan secara rinei lentang tugas

Jabatan Struktural adalah kedudukan vang menunjukkan tgas, tanggung jawab, wewenang
dan hak scorang PNS dalam rangka memimpin satuan jsbalan dalam organisas:

Pelaksana Tugas/ Staf adakah pegawa yang meiaksanakan tugas-wgas teknis.

Pimpinan adalah pegawai yang melaksanak an tugas-tugas manajerial/ kepemimpinan.
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15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuinya disingkat UPTD adalaby Uvit Pelaksana Teknis
Dinas Kabupaten Pemalang.

Bl It
SLSUN AN ORGANIS ASI

frasal 2

Susunan Orgznisasi Dinas Pendapatan, Penpclotaan Keuangan dan Aset Dacrah, terdin dars:
a  Kepala Dinas;
b Sekrewariat, terdin dari -
. Subbagian Perencanaan;
2 Subbagian Keuangan;
3 Subbagi an Umum.
¢ Bidang Pendapatan, terdin d.ar
1. Seksi Pajak dan Retribusi:
2. Seksi Pendapatan Lain-lain.
d Bidang Anggaran, terdin dani:
. Seksi Anggaram;
2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
e.  Bidang Perbendaharasn dan Gaji. terdin dari:
1, Seksi Perbendaharaan:
2 Scksi Gaji
(. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdin dari:
I, Seksi Akuntansi:
2. Seksi Pelaporan.
g, Bidang Kas Daerah, 1erdirt dari:
1. Seksi Penerim:an;
2. Seksi Pengeluaran,
h  Didang Aset Daerah, terdiri diiri:
1. Scksi Analisa Kebutuhan, Peagadaan dan Distribusy
2 Seksi Inventarisasi, Pemeliharaun dun Penghapusan.
i UPTD,
) Kelompok Jabatan b ungsional.

13AL 11
URALAN TUGAS

Bapiun Pertama
Kepala Dana

Pasal 3

Urajan tugas Kepala Dinas adalah sebagpai berikur

a merumuskan kebijakan tekms bedang pendapatan, pengelolaan keuangan din asa daersh
sesuai kefentuan yang berlaku sebagal pedoman pelaksanaan wyas:

n  menyelenggarakan penyusunin dohkgen  perencanaan  pembangunan  daerah  bidang
pendapatan, pengeiolaan keuanpan din aset daeridth yanp, meliputt perencanaan janphd
pendek dan menengah sesuai dengan ketentuan sebupai pedoman pelaksan: 1an lugas:

c. menyelengparakan  pelabsamaun  provram dan kegiatan * pembangunan  dacrah  bidang
pendapatan, pengelolaan keuvangan dun aset dacrah scsual dengan Kefenluan agar tereapan
sataran dan mpian yang telah direncanashan:
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menyelenggarakan fasilitasi pelayanan bidang pendapatan. pengelolizan keuangan dan asct
daerah sesuai ketentuan yang be.laku:

menjabarkan petintah atasan baik sccara lisun maupun terlis untuk kelancaran pelaksanaan
tupas;

mendistribusikan tugas kep: da bawahan sesuai bidang tugasnya agar pekerjian selesal tepat
wa.ktu;

mengkoordinasikan  pelaksanaan  wpas  Jdengan unit kerjo lerkaid untuk  Keterpaduan
pelak sangan tugas;

menyelenpgarakan pengelolaan  adminisirasi  ketatauswhiian,  keuangan,  perlengkapan,
kepeguwaian, kehumasan, ketatalak sanaun dan umum sesuai peraturan yang berlaku entuk
tertib adminisir; as3;

mengorgansasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan sekretariat agw pekenauan
tepat waktu;

mengendalikan pelaksanaan tugas bawihan dengan cara memberikan petunjuk agar tugas
menjadi terarah,;

mielaksunakan  kebijakan pengelolaan opgaran  pendapalan  dan belamga  dagrab dan
pengelolaan aset daerah agar tertib dan terasah:

mengelola adminisirasi pendapatan. pengeliaan heuangan dan asa dacrah guna terwujudnya
tertib administrasi keuangarn:

menyusun dekumen perencanaan jangk s mencngab dan jangha pendek Dinas:

melaksanakan pemunguton pajak dan sercbust doeraly sesus ketennian vang berlaku guna
tenih pengelolaan pendapatan dewcrab:

menetapkin Surat Ketetapan Pajuh  Dacrah  {SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Dacrah
(SKRD) sesuai ketentuan vang berlahu sebapai disar penpenaan pajak dan retribusi hepada
wajib pajak dan wajib rettibusic

mengkoordinasikan dan memiasilitasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bitngunan
(PBB) sesunm dengan ketermtuan vang beriaku;

melaksanakan fungs schagai Pejabat Pengelola Keuanpan Daerah (PPRD) selaku Kepala
Satuan Kerja Penpelola Keuangan Daerah (SKPKD} dan Bendahara Umum Daerah (BLD}
sesuai ketenluan yang berlaku puna tenib penpelolaan kevangan daerah;

melaksanakan fungsi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Dacrah (TAPD) sesuai ketentuan
yang berlaku dalam penyusunan Rancangan Anpgpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), runcangan Perubahan APBLY dun Penangpungjawaban Pelak samaan APBD;
melaksanakan sistem akuntans) dan pelaporan keuangan daeriih sesual kelentuan yang
berlaku scbagai bentuk penanggungjaw sban pelaksanaan APBID;

melaksanakan penpkajian dan analisa tehadap realisasi APBD baik pendapatan. belanja
maupun pembiayaan guna kKelancaran pelaksanaan tugas:

melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan serta penghapusan  barang milik
daerah sesuai ketentuan yang berlaku wituk tertib administeasi;

mengevaluasi pelaksanazn zas bawahun secara retin untuk peningkatan kinera;
menyelenggarskan monitering dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan,
pengelolaan Xeuangan dan aset dacrah secara herkala agar tercapai sasaran dan tujuan vang
telah dircncanakan;

menyusun lsporan keuangan Saluan Kena Perangkat Llaerah sesuar standar akuniansi
pemenntahan sebagai benk penanggungjawaban pengelolaan keuzngan dacrah:
melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pefaksana Teknis dsbam lingkup Dinas  secara
intensif guna optimalisasi pelaksanaan tugas:

memberkan penilaian kinerja bawahon scsuat hetenluan yang berlaku puna peningkatan
Kinerja;

membuat laporan pelaksanaan wgeis hepada atasan sesusi peraturan yang berlaku sebagpui
benluk pertanggungjawaban tugas:

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehapai bahan penpambilan keputusan:
melaksanakan tugas [ain yanp dibenkar oleh atisan sesual dengan tugas pokek  dan
fungsirva puna kelancaran pelaksanaan wyzas.
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Bagian Kedua
Sekretans

Pusal 4

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berkut

a

b

=

i=hf =2

menyusun program kerja dan kegiatan dinas dan rencana kegiatan kesckretarialan sesuai
ketentuan yang berlaku sebagat pedoman pelaksanaan wgas:

mengkoordinasikan penyusunan dokumen  perencanaan pembangunan  daerah  bidang
pendapaian, pengelolaan keuangan dan aser dacrah meliputi penyusunan RPIMD, RKPD.
program, kegiatan dan dokumen pembangunian dacrah lainnya sesuai dengan ketentuan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyeclenggarakan pengelolaan urusan kelatuusah:ian, kehumassn, kepeguwaian, heuangan.
perlengkapan dan organisasi sesuai perauran yang berlaku uniuk tertib administrasi.

men jabarkan porintah atasan baik lisan manpun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
mengkoordinasikan penyiapan Lahan rumusan kebijakan teknis dinas denpan bidang terkait
guna keterpaduan pelaksanaan tugas

mengelola sistern akuntansi kevangan poda dings sesual Ketemluan yang berlaku  untuk
kelancarun pelaksanaan tug:'s

mendistribusikan tugas kepada bawahan apur pekerjaan selesai tepat waktu;
mengkoordinasikan pelaksanaan tupas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas
terpadu;

mengkoordinasikan tugas bidang terkait wnuk keterpaduan pelaksanan tugas:

mengawasi pelaksanaan tugas bawahan Jengan cara memeriksa, meneliti. membimbing din
mengarahkan pekerjaan untuk peningkaun kinerja bawahan;

mengevaluasi pelak sanaan twgas buwahan secara rutio sebagai bahan penilaian kinerja:
mengaaalisis data dan informasi keschiotariatan secara sistematis untuk disajikan kepada
stasdam;

menyelenggarakan pengelofaan admimstrasi meliputi perencanaan. keuangan. dan umum
sesuai ketentwan guna tertib admunistrasi;

memiiasilitest pelayruan Kunjupgan hega, tamu dinas dan informas: entang  kegiatan <
bidang kelautan dan perikanan untwk dipubbkasikan dan didokumentasikan:

melaksanakan monitoring dan  cvaluaad kegiatan  kesekreriristun sestai Kewentoan vang
berlaky sehapai bahan penvusunan laporas.

menyusun  Laporar  Kinerja  Instansi  Pemerimah (LAKIPYL  LRPILPPD.  Pengawasan
Metekat, Daloptan dan laporan rutin [amnye sesum keteman yang berlaku sebigs o bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan sugas.

membenkan penilaian kinenja sesuai dengan ketenwan yang berlaku untuk  pemingkatan
kinerja bawahan;

menyelenggariskan monioning dan euatiasi  pelaksanaan  kepiatan bidang mpas  secara
berkala agar tercapai sasaran dan tujusn yvang telah direncanakan;

membuat laporan pelaksanaan tugas secora berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban:
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keptitusan;
melaksanakan tugas lain yang dibenkuin oleh atasan sesual dengun wgas pokok dun
fungsinya guna ketancaran pelaksanaan tupas.

Paragraf |
Kepala Subbapian Perenvanaan

Pasad §

Uralan tugas Kepaia Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

a

menyusun program kerja dan kegiatan i hidang pendapatan, penpelolaan keuanpan dan :asd
daerah yang meliputi RENSTRA, RENIA, DPA. RKA dan dokumen perencanaan lainna
sesuai ketentuan sebagal pedoman pelah sinaan tugas;

menyiapkan baban penyusunan LAKIP. LKPJ. LPPD dun laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan sebagar pertanggungjawaban peiaksiinaan tugas:

menganalisis data perencanaan di bidany pendapatan, pengeloliaan keuangan dan aset daeral
sccaa sislematis sebagat bahan informasi kepada pihak vang membutubkan:

L
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menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan kegiatan scsuai dengan bidang
tugasnya untuk mepgelahui perhembangan pelaksanoun tugas;

mengoordinasikan pelaksanakan wgas dengan unil kerja puna keterpaduan pelaksan:ian
figas;

mgnjabs_u-kan perintah aasan baik secarz lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan
Tugas,

mecmberikan penilaian kinerja sesua dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkalun
kinerja bawahan;

melakukan monjtoring dan evaluasi pulak sanaas tugas secara berkala agar fercapal sasaran
dan tujuan vang telah direncanakan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya guna kelancaran pelaksanuan tugas:
membuat laporan pelaksanaan tugas secaa berkala sebagai bentuk pertangpungjswaban;
memberikan saran dan penimbangan kepada atusan sebagal bahan pengambilan keputusan
melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh atazan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya puna kelancaran pefaksanaan tupas,

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal &

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuungan adulan sebhagai beriku

a

b

= i

menyusun program kemja dan kegiatun Ji bidang pengelelaan keusingan  sesuai kelentuen
sebagal pedoman pelaksanaan tugas:

metaksanakan pengelolaan sdministras: heuangan scsual peraturan vang burluku untuk wrtib
adminisirasi;

meneliti kelenpkapan administrasi kevangan yany diajukan oleh Bendahara penerimaan dan
pengluaran sesuai dengan ketentuan puna kelancaran pengelok an keuangan:

melaksanakan verifikasi dokumen keuangan sesual  dengan  kelenluan  guna  tertib
administrasi keuang:n,

membual laporan keuangan sesuai denpan ketentuan yang berlaku schagal baban penyusunan
laporan keuangan daerah;

menjabarkan perintah atas.n baik secam lisan maupun terfulis untuk kebincaran pelabsanaan
tugas,

memberikan penilaian Kinerja sesual dengan ketentuan yang berlaku untuk  peningkatan
Kinerja bawahan;

melakukan monitoring dan evaluasi kepiatun sesual bidang lugasnya sccarw berkala apar
diperoleh kesesuaian antara perencanoan dan hasil:

membagi tugas kepada bawahan sesuw dengan tugasnya puna kelancaran pefaksanaan wpas:
membust laporan pelaksanaan mgas scears berkala sehagai benuh pernanggungjawaban:
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan penpambilan keputusan:
melaksanakan wgas fain yang diboiikan oleh alasan sesuai denpan tupas pokok dan
fungsinya puna kelancar:in pelaksanaan topgas,

Puragral’ 3
Kepalta Subbagian Umum

Pasal 7

Uratan wgas Kepala Subbagian Umum adafuh schagai bertkut

a

b,

menyusun program kerja dan kegiran Ji ketatwusithaan,  kepegawaian,  perlengk apan.
kehurmedsan dan ketatalak sanaan sesuan betentnan sehapa pedoman pelak sanasn pas;
mengelola  ketatausahaan mehputi surat meavurat, perjalanan Jinas,  pelayanan  tamua.
pelaksanaan rapal dan keprotokolan sesuté dengan ketentusn puna kelancaran pelaksan: san
tugas;

mengelula ketatalaksansan meliputi penataan ruang, prosedur kergi L pengatunian pakaian dun
kebersihan lingkungan kantor sesuai dengan ketentuan gona kelancaran pelaksanaan tugas:
mengelota kepegawaian meliputi dara pegawai, usulan kenalkan pangkat, usulan kenaikin
berkala, usulan pensiun dan urutan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan guna tertib
administrasi,

i
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mengelola administrasi  barang  milik  Jdacrah  sesuai  dengun ketentuan  guna  tertib
udministrasi;

melakukan monitoring  dan  evaluasi  penpelolaan  urusan  Ketatausahaan,  kehumaasan,
kepeguwaian, perlenpgkapan, dan kelawlaksanaan  agar  diperoleh  kesesuaian  anlara
perencanaan dan hasil:

menjabarkan perintah alasan baik secar lisan maupun tertulis unwk kelancaran pelaksanaan
fgas;

memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketenlen yvang berliku untuk  peningkatan
kinerja hawahan:

membagl wgas kepada bawahian sesual dengan tugasnya cuna kelapcaran pelaksanasn ugas:
membuat laporan pelaksanaan fupas soours berkala sebagal bentuk pertanygungrawaban,
mcmberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehogai hahan pengambikin Keputusan:
melaksanakan tugas lain sang diberkan oleh aasan scsuai dengan tugas pokok  dan
fungsinya guna Kelancaran pelaksanaan g as

Bugtan Ketipa
Kepala Bidang Pendupatin

Pasal 8

Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan adulah sebagai berikut :

a

b.

menyusun program kegja dan kebijakan (eknis bidang pendapatan sesuai peraturun yang
berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanuun tugss:

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang melipul
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan dacrsh yang
sah sesuny ketentuan yang berfaku untuk kelancaran pengelolasn pendapatan dacrah;
menyusun Surat Ketetapan Pajuk Duvrads (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) sesuai ketentuan yang berlaku scbagai dasar pengennan pajek dan retribusi kepada
wajib papk dan wajb retribusi;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajk dan rewibusi dacrsh  sesual hetentuan
yang berlaku:

melaksanakan pembinian admimstrusi bidang pendapatan sesuai ketenluan yung berlaku
guna terwujudnya tertib adminitrasi kcuungan dacrah:

melaksanakan penarikan piutang pajak sesua ketentuan vang berlaka puna peninghatan
pendapatn daerah;

menjabarkan perintah  aasan  bakk  secara lisan  ataupun  tertulis untuk kelancaran
pelak sanaan tugas;

mendistribusikan wgns kepads  bawaban sesuay  wpss pokok  dun fungsinya  puna
kelancaran pelaksanaan fugas;

mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait guna keterpaduan  pelaksanasan
Tugas,

mengawasl pelaksanaan twpas bawahan dengan  cora membina,  membimbing  dan
mengarahkan untuk peningkatan pelak sanaan wpzs:

muembuat aporan dan evaluasi peldhsanasn wgas kepads pimpinan sebapar  bentuk
peranggungjawaban fugas:

memberikan penilaian kimerja bawahan sesual auran yang berlaku puna peningkalan
prestasi kerja;

melaksanakan monitering dan evaluas: pelaksanaan kegiatan bidang  pendapatan agar
dipe roleh kesesuajan antara persucanssn dan hasil;

memberikan saran dan pertimbangan <epada aasan Sebagal bahan pengambilan kepunysan:
melaksanakan tugas lain yanp diberikan oleh atasan sesuai dengan wyas pokok dan
fungsinya guna kekancarsin pelaksanaan wigas.
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Puragraf’ |
kepala Seksi Paak dan Retribusi

Pusial9

Uraian tugas Kepala Seksi Pajak dan Retribusi adalah sebagai benhut :

a

b.

menyusun progrun kerja dan kegiatan schsi pajuh dun retribusi sesual peraturan yang
berlaku sebagal pedoman pelzhsanaan fugas:

menyiapk an bahan penyusunan petunjuh teknts penpelofaian pajah dan reiribusi sesual
ketentuan vang perlaku sebagal pe domun pelaksanasn tugas:

melakukan pengkajian peraturan peruncang-undangan perpajakan daerah dan retripusi
daerak sesuai ketentvan vang berlaku sehagui pedoman pelaksunoun wgas selanjutnya:
menyiapkan buhan dan merumushan niskah rancangan peraturan daerah dan rancangan
perubahan peraturan daerah tentang pajak dacrah dan rewribusi daerah scbagal upaya
menggali pendapatan ash doerab:

menyigpkan bahan dan merumuskan naskah rancangan Peraturan Bupan dan/atau
Keputusan Bupati tentang perpajakan Jducrah dun retribusi dacrah untuk diproses Jehih
lanjut sebagai pedoman pelak sansan . o

menyiapkan dan menyusun sistem pemuniauan dan pengelolaan pajk daerah don retribusi
daerah sesuai ketemtuan yang berlaku sebugal pedoman pelaksanaan tugas:

menyusun rencana pendapatan pajk davruh dan retribusi dacrah serta pelayanan kepada
wajib pajpk dan retribusi daerah yang meliputi pendistribusian surat pemberitahuan pajak
daerzh. pemberian nomor pokok wajite pajuk dacrah, pendistribusian surar pemberitahuan
pajak lerhutang sesuai betentuan sang borliku.

melaksanakan pefayanan pendattaran wiyth pajak dacrah dun retribusi daerah dengan
meneatat ke buku induk puiw menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajuk Dacrah dan
memberikan Nomor Pokok Wajib Pajeh. serta melabsanakan pelayanan administras
penagihan, angsuran, restitusi dan penvelesaian kebertan sesuai ketentuan yang berlaku;
melaksanakan pendataan wajib pajak dacrah dun retribusi daersh sesuai peraran yang
berlaku guna diketahui sceara pasti jumlah wajib pajak daerah. retribusi dacrah. obyeh
pajgk seria pokok ketetapan pajak dan retribusi daceah;

menyiapkan dan melaksanakan pendisiribusian dan pengeloluan formulic pendattazan
pajak, retribusi daerah, pengclofaan daly obyek pajak dan retribugi daerah, surat dan
dokumentasi yang berhubungan dengun peragihan pugak dan retribus: secara tepat wakni
sesual ketentuan yang berlaku sebagal upaya peningkalun realisasi penerimaiin pajak dan
retribust daerah;

melaksanakan inventanisasi data wajlb pajak dun retribusi daeridh sesuai kelenluan yang
berlaku;

melaksanakan pendataan dan pemelihirasn basis data pajak dan retribusi dacrah sesua
peraluran yang berlaku;

melaksanakar, perhitungan besarmya pajpk terhutang sesuai Surat Pemberitahuan Pajgk
Terhutang Daerah (SPTPD) untuk semust jenis pajak agar didapat perhulungan pajak scaars
benar;

membuat neta perhitungan papk sehagal dasar pembuatan Surat Ketetapan Pajak Dacrcih
(SKPT)) dan melakukan konfirmasi perhitunpan pajpk dempin unit kerja terk ait agar
didapat validitas perhitungan pajak:

membuat Surat Ketetapan Pajuk Daerab (SKPD) per jenis pajak sesuai dengan Nota
Perhitungan Pajk dan melakukan pendistribusian Sural Ketetapan Pajk Daerahl (SKPD)
per jenis papk kepada pars wajib pajak scbagai pedoman pembayuran paph daeral
membual daflar Surat Ketetapan Papk Daeruh (SKPD) vang telah diterbitkan per jenis
papk sebagai bahan evaluasi pendapatan pajk daeral:

melaksanakan administrasi pajak daerah dun retribusi dacrah sesusi ketentuan yang
beriaku guna terwujudnya kekincarn peruungutan pajak dan retribusi dacrah:

menyiapkan dan memproses bahan-bahan sural penapihan. angsuran. restitusi dan
permohonan keberatan sesuai peraturan sdng berlaku untuk dijadikan pedoman lau cur
penagihan dan sebagai bahan kajian wtusun dalum pengambilan kepulusan:

mencliti dun mencatat ketetapan pajak dan retribusi vang wlah jateh fempo sesual
peraturan yang berlaku guna dibualkan sural penapihan dan perhitungan pa jak/retribusi
secara benar:
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melakukan pembinaan dan penyuluhan hepada masyarskal atas dasar penagihan, angsuran.
restitusi dan penyelesuian keberatan s cual peraturan yang berlaku agar masyarakal
mengetabui dan memahami tentang pengenaan pajak dan retribusi duerah;

melaksanakan pepyusunan dan penyimpanan arsip surat pajak daersh, retribusi dacrah.
nota perhitungan pajk dan Surar Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) scsum ketentuan yang
berlaku guna terwujudnya tentib kearsipin

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkail guna keterpaduan pelaksanaan tugas)

w.melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pajk dan retribusi daerah  hasil

ah

perhitungan pajpk dan retribusi daerah dengun realisusi penerimoan pajk sesual peraluran
yang berlaku agar diketahui realisasi penerimaan pajak secara prasti sebugal buhan kajan
pimpinan lebih lan jut:

membuat kiporian pelaksanaan tugas secara berkala scbagal benuk pertanggungjavwabun
lugas;

mﬁndisuibusikaﬂ tugns kepada bawahan sesual lupasnya uniuk kelapcirian pelaksanaan
tugas, serta memberkan penilaian kinerja bowahan sesuai amurian yang berluku untuk
peningkatan presiasi kerja;

melaksanakan monitoring dan evaluas: pelaksanaan kepiatan scksi pajak dan retribusi sgar
diperaleh kesesuaian antara perencanaan din hasil;

memberikan samn dan pertimbungan kepada atasan sebagat bahan pengambilun keputusan
melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan wgas pokok dan
fungsinys guna kelancaran pelaksanain wpgas.

Paragraf’ 2
Kepala Seksi Fendapatan Lain-lain

Pazsal 10

Uraian ugas Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain adalah sebagai berikut:

i

b.

=

i

menyusun program kerju dan hegiatan sckss pendapatan lain-lain sesual perauran yang
berlaku schagai pedoman pelaksanaan tugns;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan lain-lan sesual
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan wygas:

melaksanakan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan. termasuk pendataan
wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). mvenuarsusi duta wajib PBI. sera pemeliharaan
husis data PBB sesuad peraturan vang berkku:

melaksanakan moritoring  peneritsan PHB - guna mengetahui tingkat  Keberhasilan
realisasi penerimaan PIB:

melakukan  pembinaan  admioistrist bagr hasl pendapatan pajak/bukan pajk  dan
penerimsan pajak/bukan pajak sang dicenmakan oleh mit kerja yang bersanpkutun sesuai
peraturan vang berlaku agar prosedur kerja ef ektil dan efisien.

mengkoordinasikan penerimaan bagi husil pajak/bukan pajak yang berisal Jdari Pemwrintah
Pusat dan Pemerintah Provins sesuai peraluran yang berluku agar wrdapat keselarasan
penerimaan;

menyiapkan dan mengolah data dasar penphitungan alokasi Dana Alekasi Umum (DAL
menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaporan Duna Alokasi Umum (DAU)  sesual
keteniuan yang berlaku guna tertib pengelobun Dana Alokasi Umuim (DALY,

menyispkan bzhan usulan program dan hegiatan untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) sesuai ketentuan vang berlaku guna mendapar alokissi Dana Alokasi Khusus
(DAK);

menyiapkan data realisasi penerima Duna Bagi Hasil (DBH) secara sistimatis  sehapai
bahan informasi;

menytapkan bahan pengendaliun dan peluporan penggelvlaan DAU. DAK dan DBH sesua
ketentuan yang berlaku guna keberhasilan pen gelolaan 12ALL DAK dan DBH.
menyiapkan bahan pengelolaan lain-luin pendapatan daerah yung sah sesual  dengan
ketentuan untuk tertib pengelolaan pendapatan dacrah:

membuat  administrasi  pengelolaan pendapatan  lain-lain secara  sistimatis agar tertib
administrasi;

Y
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menjabarkan perintah  atasan  baik  sewrs lisan maipun lertulis unek kelancaran
pelaksanaan tugas:

mendistribusikan tugas kepuda bawihan sesual tgas pokok dan  lungsinva  guna
kelancaran pclaksanaan tugas,

mengkoordinasikan tugas dengan instans! icrkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
mengawasi pelaksanaan tugns bawuhan dengan cara membina. membimbing dan
mengarabkan unwk peningkatan pelaksanaan lugas,

membuat laporan dan evaluasi pelaksiviaan tugas kepada pimpinan scbagai bentuk
pertanggungiawaban tugas,

memberikan penilaian kinerja bawahan sesual aturan yang berlaku guna peningkatan
prestasi kerja:

melaksanskan monitoring dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan lain-liain
agar diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil,

memberikan saran dan pertimbangan kepuda alasan sebagai bahan pengambilan keputusan:
melaksanakan twgas lain vang diberikan olch alasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsimya guna kelancaran pelaksanaan (ugas.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Anggaran

Pusal 1l

Uraian tugas Kepals Bidang Anggaran adalali sebagai berikul

1

b.

menyusun program kerja dan kebijakan tekols bidang anpgaran sesual peraturan yang
berlaku sebagai bahan pedoman pelaksinaan tugas:

merumuskan penyusunan kebijakan vmum :ngparan. perubahan angguaran. prioritas dan
plafon anggaran sementara (PPAS) APBD serta prioritas dan platon anggarin sementara
perubahan APBD,

menyusunt kebijakan pendanaan wusan pemerintahan yang menjadi anggung jawab
bersama {urusan concurrenf) antara kabupaten dan desa. kebijakan pendanaan kerjasama
pemerintahan aniar desa serta kebijakun heseimbangan fiskal antr desa

menyusun Rancangan Peruwri.s Daerah (Raperda) APBD dan perubahan APBL} sesuai
keteniuan yang berlaku unuk ditetapkan menjadi Peraturan Dacrah

menyusun pedoman pelaksanaan APBT). serta pemberian fosilitasi dan bimbingan teknis
pelaksanaan APBD.

menyusun pedoman teknis evaluasi Anggaran P"endapatan dan Belanja (APB) Desa dan
pelaksanaan evaluasi Angpgaran Pendopatan dan Belanja (APB) Desa sesuai dengan
pedoman evaluass yang ditetapkin pemerintai:

menelaah Dokumen Pelaksanaan Anpgparan Saiuan Kera Perangk at Daerah (DPA-SKPD),
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerju Perangkat Dhacrah (DPPA-
SKPD) dan Dokumen Pelaksansan Anggaron Lanjutun Saluan Kerja Perianghat Daerzh
(DPAL-SKPD);

memberikan fiistlitasi dan bimbingan twknis perencanaan dan penganggariwn dacrah dan
pemenntah desa;

memfiasilitasi perencanaan dan pengunggaran pemerintahan desa sesuai weéwenangnya
guna keberhasilan penyelenggaraan pemcritahan desal

melaksanakan pembinaan administrasi bidang angparan sesuai Ketentan yang berlaku
giina terwitjudnya tertb adminirasi keuangan dacriah

melaksanakan cvaluasi dan pengenduliun pelaksanaan APBLY sesuai ketentuan  vang
berlaku guna mengetahuan realisas: peisksanaan kegiatan:

menjabarkan penntah  atasan  bak  sccira lisan @matpun enuls untuk kelinearan
pelaksanaan tug:as;

mendistribusikan  tugas kepads bawahan sesudi  lugas  pokok  dan Pungsinys puna
kelancaran pelaksanaan tugpas;

mengkoordinasikan tugas-tugas dengan ustansi terkall guna keterpaduan  pelaksanaan
Tugas;

mengawasi pelaksanaan tugas bawahun demgan cara membina. membimbing  dan
mengarahkan untuk peningkatan pelaksanaan tugis;

10
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g

membual Ia.poran dan evaluasi pelohsinaan tugas kepada pimpinan sebagai  beniuk
perranggungjawaban tugas;
memberikean  penilaian kinerja bawalvn sesual aturan yang berlaku guna peningkatan
prestasi kerja;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanasn kegiman Bidang Anggaran  agar
diperolch kesesuaian antara perencanaan dan hasil
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebugai bahun pengambilan keputu san:
meclaksanakan tugas lain yang diberihan oleh mtasan sesusi dengan twgas pokok dan
rungsinys guna kelancaran pelak sanaan tugas,

Paragrat 1
Kepaln Schsi Anggaran

Pasal 12

Uraian tugas Kepala Scksi Anggaran adalah sebagail benkut:

a

b

o]

h

n

o,

menyusun program kerja dan kegiatan scksi anggaran Sesual peraturan yang berlidw
sebagai pedoman peiaksanaan tugas:

menyiapkan bahan penyusunan petunjub teknis pengelolaan kevangian deerah & badang
anggaran sesuai ketentuan vang berlaku sebagai pedoman;

menyiapkan dan mengolah data umuk penyusunan kebijakan umum anggaran, kebijakan
umum perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara AIPBI) serta prioritus
dan plafon anggaran sementara Perubahan APBID;

menylapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah {Raperda) APBD  dan
perubahan APBD sesuai ketentuan jang berlaku unwk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah;

melaksanakan penelaahan Dokumen Pueliksanaan Angparan Sstuan Kera Perangkal
Daerah  (DPA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan  Anggaran  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Angpiwan Lanjutan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPL);

melaksanakan fiasilitasi dan bimbingan 1€knis perencanaan dan penganggaran dacrah:
menyiapkan bahan pembinaan adminisirasi bidang anggaran sesuai ketentuan vang berlahku
guna lerwujudnya tertib administrasi kewangan daerah;

menyusun angparan kas daerab sesuai kelentuan yang berlaku:

menjabark:an  perintah  atasan  bak  sccara  lisan mavpun  terfulis untuk  kelancaran
peluksansan wgas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesual wgas pokok dan  fungsinya  puna
kelancaran pelaksanaan ugas;

mengkoordinasikan tugas dengan instansi terkail guna keterpaduan pelaksanaan lugas;
mengaw:asi  pelaksanaan  wgas bawahon  dengan cara  membina,  membimbing  dan
mengarahk an untuk peningkatan pelaksanaan tugas:

memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai awran yang berlako guna pemingkatan
prestasi kerja,

melaksanakan monitoring dan evaluas peliksanasn kegiatan seksi anggaran agar diperoleh
kesesuaian antara perencanaan dan hasil:

memberikan saran dan pertimbangan kepada aasan schbagar bahan pengambilan keputusan.
melaksanakan tugas latn yang Jiberikan oleh atasan sesual dengan tugas pokok  dan
fiungsinya guna kelancaran pelak sanaian 1gas.

Puragraf 2
Kepala Sekst Boualuast dan Pengendalian

Fasul 13

Urajan tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian adalah scbagai berikul:

a

menyusun rencany program du hegiatan seks evaluiasi dan pengendalian sesu peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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menyiapkan baban penyusunan pedoman  pelaksunian APBD  sesual ketentuan  yang
berlaku sebagai landasan ope rasional pelaksanaan APBD:

menyiapkan bahan evaluasi dan penpendaliiin pelaksansan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrith (APBD) sesuai ketenuan yang berlaku sebagai bahan perbuakan;
menyiapkan hehan pemberian fasilitest dan bimbingan teknis pelaksanaan AIFBD sesual
ketentuan yang berlaku guna keberhasilun pelaksanaan APBL.

menyiapkan batun pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dacrah mendasarkan
hasil evaluasi dan pengendalian guna terwu judnya terlib admanitrasi pengefoliaon keuangan
daeraly;,

menviapkan baban fasiitasi perencang i dan penganggaran pemerintahan desa sesud
ketentuan yang bertaku agar sesual dengan kebutnhan dan aspirasi masyarak at
menyiapk an bahan cvaluasi Rancanpan Peratwran Desa (Raperdes) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dewa sesuai ketentuan yang berlaku sebapai dasar perbaikan
penyusunan Raperdes;

menjabarkan perikah atasan bak  secara  lisan maupun  twerwlis unwok  kelancaran
pelaksanaan ugas;

mendistribusikan  tugas kepada bawahun sesuai tugas pokok dan fungsinya  guna
kelancaran pelaksanaan ftugas:

mengkourdinasikan tugas dengan instans terkail puna keterpaduan  pelaksanaan tugas;
mengawasi pelaksanaan Wwgas bawahun  dengan cara membina. miembimbing  din
mengarahkan untuk peningkatan pelak <waan tupas;

memberikan penilatan kinerja bawahut sesual awran yang berlaku puna peninghkatan
prestasi Kenja;

melaksanakan monitoring dun evaluasi  pelaksanaan  kepiatan  seksi evaluasi  dan
pengendalian agar diperoleh kesesuain antara perencunuan dan hasil:

memberikan saran dan perimbangan kepada atasan sehagai bahan pengambilan keputusan:
meluksanakan mwgas lain sang diberihan oleh atusan sesuat dengan tugas pokak dan
fungsinva guna kelancaran pekidsangan s,

Barian Kelima
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Gaj

rusal 14

Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaar dan Gaji adalah sebagai berikut:

3

b

€

j+

menyusun program kerja dan hebijakan teknis bidang perbendahiaraun dan gaj sesua
dengan ketentuan yang berluku sebagui peduman pelok sanaan twgas:

mengelola administrasi pengeluaran anggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku guna
terwujudnya tertib admimstrasi keuangan dagrah;

melaksanakan pembinaan administrasi heuangan bidang perbendaharaan dan gaji sewsws
ketentuan yang berlaku punas terwujudmya tertib administrasi kenangan dacrahs
melaksanakan proses penerbitan Surat Perninnh Pencairan Dana (SP2D) pengeluaran
angparan daerah sesual ketenfuan yanp berfaku scbapa dasar kelengkapan penggunaan
keuangan daerah:

mengelola administrasi pengeluaran gaji sesuai kefentuan yang berlaku puna terwajudnya
terib administrasi gaji:

membual laporan dan ewalwisi kegiatan  perbendaharaiin dan  gaji  sebagai  bahan
pertanggungjawaban dan pengambilan kebijakan pimpinan:

meniabarkan perintah atasan balk  secars  lisan maupun  tertulis guna  kelancaran
pelak sanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawaliin sesual tpas pokok dan  fungsinya  guna
kelancaran pefaksanaan tugas:

menghkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait guna keselarasan  pelaksanaan
tugas:

mengawasi  pelaksanaan tupas bawdaim  depgan  cura membina.  membuimbing  dan
mengarahk an untuk peningkatan pelak sinaan tugas:

membenkan penilaian kinerja bawahan sesuai aturan yang berlaku puna peningkatan
prestas) kerja;
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melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendahariian dan gag agar
diperoleh kesesuaian amara perencanaan Jun hasil;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai baban pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yany diberihan oleh atasan scsuai dengan twgas pokok dan
fungsinys guna kelancaran pelaksanaan fugis

Paragrafl
Kepala Schsi Perbendaharaan

Pasal 15

Uraian tugas Kepala Seksi Perbendaharaan adalah sebagai benkul:

a

b

318

1 8

menyusun program kerja dan kegiatan sehsi perbendaharaan sesuai dengan kelentuan yang
berlaku sebagal pedoman pelaksanaan tupas;

menyiapkan bahan  penyusunan  rencana  program  dan  petoniuk  Ieknis  bidang
perbendaharaan sesuai dengan ketentuun yang berluku sebagai bahan perumusan hebn 1jakan
dan pedoman pelaksanaan togas,

menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan bidang  perbendaharaan sesual
ketentuan yang berlaku guna terwujudiy. tertib administrusi kewungan daerab;
melaksanakan pencocokkan SP) belan: pengeluaran yang telah diveriikasi oleh SKPD
sesuai ketentuan yang berlaku ~una menviptakan tertib administrasi

meneliti SPP dan SPM dari SKPD sc.ual dengan kelenluan guna tertib administrasi
keuangan:

melaksanakan proses peperbitan Swat Perintah Pencairan Dana (SP2D] pengeluarian
anggaran daerah sesuai ketenuan yanp bedaku schagal dasar kelengkapan peaggunaan
keuangan daerah;

membuat daftar penguil dan register SP21D sesual denpan hetentuiin yang berlaku uniuk
kelancaran pelaksanaan tupas:

menjabarkan perintah atmsan balk s maupun ertulis puna kelancaran pelaksanaan
tugas:

mendistribusikan tugas kepada buawabun  sesuai tugas pohok dan  fungsinya guna
kelan< aran pelaksanaan tupas:

mengkoordinasikan tugas dengan instans terkait gund keselarasan pelaksanaan upast
mengawasi pelaksanaan wgas bawahan dengan  cara mombing, membimbing  dan
mengarahkan untuk peningkatan pelaksanaan tugas;

memberikan penilaian kinerja bawahun sesvai awran yang berlaku guna peningkatin
prestasi kerju:

melaksanakan menstoring dan cvaluas pelaksanusn kepiatan scksl perbendaharaan agar
diperoleh kesesuaian antara perencanaun dian hasil,

membust  laporatn  dan  cvaluasi  heuitan schst perbendoharaan sebagar  bahan
pertanggungiawaban dan pengambilan kibijakan pimpinan:

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebugal bahan pengambili in keputusan,
melaksanakan tugas lain yang diberkin oleh abasan sesuai dengan wgas pokok dan
fungsinyd guna kelancaran pelak sanaan wgils.

Paragrat 2
Kepala Seksi Gaji

Pasal 16

Uraian tugas Kepala Scksi Gaj adalah sebugal berikut:

a

b

menyusun rogran kerja dan kegiatan Seksi Gaji sesuai dengan kelentuan vang berlaku
scbagai pedoman pelaksanaan tugas:

menyiapkan bahan pembinsan administrosi keuangan hidang pengpajian sesuai ketentuan
yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi gaji.

melaksanakan proses pencocokan dafuu gaji sesuai ketentuan yang berlaku schagal bahan
kelengkapan administrasi paji.
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meneliti SPP dan SPM Gaj yang dikirimkan SKPD sesuai dengan kelentuan guna
kelancaran pelaksanaan wpas;

melaksanakin proses penerbitan Surat Porntah Pencaran Dana (SPP21) gajl pengujl dan
register SP21) gaji sesusi Ketentuan yang berlaku scbugsi dasar Kelengkapan pengunia
keuangan daerah;

nelaksanakan administrasi  pengeluarann  paji  sesuai  kelentuan  yang  berlaku - guna
terwu judnya tertib administzisi gajic

melaksanakan proses penerbitan Surat Ketcrangan Pemberhentian Pembayizran (SKPP) gay
melaksanakan proses kerjasama dan hourdinasi dengan PT Taspen dan PT Askes dan
BAPERTARUM dalam rangka pengeiclaan proses administrasi sesual dengan ketentuan
yang berlaku;

melakukan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan (PP'h) gaj PNS, Lrun Wajb
Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumihan Pegawai {TAPERUM) berdasarkan ketentuan
yang telgh ditentukan untuk 1erib pelapuran;

menjabarkan perintah atasan buik lisan muupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas:
mendistribusikan ngas kepada bawahan scsuai tugas pokok dan fungsinya guna keliangiaran
pelaksanaan wgas;

mengkoordinasikan tugas dengan instansi erkait guna keterpuduan pelaksanaan wigas;
memberikan penilaian kinega bawahin sesusi sluran yang berlakuy guna peningkalan
prestasi kegja.

melaksanakan monitoring dan evalunsi polaksanuen kegiatan seksi gafi agar dipercleh
kesesuaian antara perencanaan dan hasil.

membuat laporan dan evaluasi kegialan sehsi gaji sehagai bahan pertanggungjawaban wgas
dan pengambilan kebijakan pimpinan,

mermberikan saran dan pertimbangan kepada aasan scbagat bahan pengambilan Keputusan,
melaksanakan tugas lain yapg diberikan oleh atasan sesuai dengan tgas pokok dan
fungsinya guma kelancaran pelaksanaan fugas.

Bigian Keenam
Kepala Bidang Ak untansi dan Pelaporan

Pusal 17

Uralan tgas Kepala Bidang Akuntans: dan Pelaporan adalah sebagai berikun:

F

b.

menyusun program dan kebijakun tchiny bidang akuntansi dan pelaporan scsusi dengun
ketenuan yang berlaku sebagai pedomun pelaksunaan tugas:

menvusun  kebijakan akuntansi pemerintah daersh. sisiem dan prosedur  akuntansi
pengelolaan kevangan daerah sesuai holentuan vang berlakn guna terub pengelolicn
keuanpgan dacrah:

melaksanakan akumtansi Satwan RKeris Pengelolu Kewapgan Daerah (SKPKLDY) ataw Pejabat
Pengelola Keuwanpan Dacrah (PPKLY).

menyusun Rancangan Peraturan Daersh remang Pertanggungjawaban Pelak sanaan APBI)
sesual ketentuan yang berlaku sebagar benuk akuntabl itas:

melaksanakan konsolidasi pelaporan kenanpan pemerintah ducralt dan menyusun laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APHD

melahsanakan fasilitasi penvusunan laporan keuangan dan pelaksanaiin APB Desa
menyusun statistik dan analisa laporan kvuangan sesuul kelentuan yang berlaku:
melaksanakan penyesualan lerhadap liporan keuangan pemenntah daerah berdasarkan
hasil pemenksaan BPK-RI guna perbaikan laporan keuangan:

meleksanakan publikasi dan sosialisiasi pertangpungjawaban  pelaksanian APBD sesww
ketentuan yang berlaku sebapai bentub transparansi dan akuntabilit.as:

mengelola perangkat aplikasi homputer akuntuanst pengeloliun kevangan dwenth secara
sistimatls apar berfungsi secara miak s,

memberikan pembinaan pelaksanaan topsi akuntanst sccarz periodik guna pemingkatan
kapasitas dan produdtivitas sumber dasa manusia;

mengesahkan realisasi pendapatan dacraly atas numa Bendahara Umuny Dacrab (BUD):
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memberikan fiasilitasi pepvusunan laporan keuaogan dan peluksunaan AP Desa serta
melak sanakan evaluasi pelaksanaan AP Desa:

menjabarkan perintah atasan balk lisan magpun tertulls guna helancaran pelaksanaan
lug8s,

mendistribusikan  tugas  kepada  bawaban  sesual tugas pokok  dan  tungsinyad guna
kelancaran pelaksanaan twgas:

mengkoordinasikan wges-lugas dengan unit kerja terkait puna kesclarasan  pelaksanaan
tugas;

mengawasi pelaksanaan wgas bawahan dengan cara membina. membimbing  dan
mengarahkan untuk peningkatan pelaksans:in tugas:

membuat laporan dan evaluasi realisusi APBD scsuai peraturan yang berlaku scbagai
bahan di dalam pengambilan keputusun pirnpinam

memberikan penilaian Kinerja bawahan sesusi aturan yang berlake punz peningkatan
presiasi kerja;

menyelenggarakan monitoring dan cvalussi pelaksanzan kegiatan bidang ahuntansi dan
pelaporan agar diperoieh kesesuaian amara perencanaan dan hasil.

membuat laporan dan evaluasi kegiann  bidung akuntansi dan pelaporan sebagal bahan
pertanggungjawaban tugas:

memberikan saran das pertimbangan ke pada atasan scebapal bahan pengambilan keputusan.
melaksanakan wpas lain yang diberikan oleh atisan sesuai dengan tugas pokok  dan
fungsinya guna kelancaran pelak samiun tugas.

Paragraf 1
Kepala Seksi Akuntansi

Pasal 18

Uraian tugas Kepala Scksi Akuntansi adakah sebagal berihut:

N

b

m.

menyusun program kerje dan kepistan seksi akuntansi sesuai dengan Keteptuan vang
berlake sebagal pedoman pelaksanaan tugus;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akunianst pemerintah dacrah, sisiem  dan
prosedur akuniansi pengelolaan keuangan dacrsh kabupaten dun desa sesuai ketentuan
yang berlaku guna tertib pengelolaan keuangian daerub:

melaksanakan akumtansi pada Sawan Kerja Pengelols Keuanpan Dacrah (SKPKD) atau
Pejabat Penpelola Kewangan Dacrah (PR,

melaksanakan buhan konsolidas: pelapors n kewangan pemerintah daerah:

melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelaksana funpsi akuntansi sccaa periodik
guna peningkatan kapasitas dan produkiivitas sumber daya ms utusia:

melaksanakan pemelibaraan dan pemboharuan perangkat aplikasi komputer akuntans!
pengelolaan keuangan daersh sesuai prosedur agar berfungsi secara maksimal;
menjabarkan perintah atasan baik [an maupun tertulis puna kelancaran  pelak sanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesual tupas pokok dan  fungsinya  guna
kelancaran peluksanaan tugas;

mengkoordinasikan tugas dengan instans terkait guna keterpaduan  pelaks: inaan tugpas:
memberikan pernilaian kineria bawalian sesuai aturan vang berlake puna peningkatan
prestasi Kerja:

melaksanakan  munitoring  den  evaluesi  pelehsanuan  kegiatan  seksi akuntanse  agar
dipervleh kesesuaian antara perencanaan dun hasil;

membueat  loporan  dan evaluasi  keplatan  seksi akuntansi  schaga  bahan
pertanggunypjawaban tugas dan pengambilan kebijahan psmpinan:

memberikan saran dan perumbangan hepada atasan sebagal bahan pengambilan kepulusan;
mefaksanakan tgas lain yang dibenkan oleh atasan sesusi dengan tupas pukok dan
fungsinya puna kelancaran pelaksanaan wgas.

14
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Paragral 2
Kepala Scksi Pelaporan

tual |4

Uraian tugas Kepala Seksi Pelaporan adalah sebugai berikut:

a

b.

menyusun program kerja dan kegiatan scksi pelaporan sesual dengan ketentuan yany
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan wgas;
menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah fenlang Perlanggung-

jawnban Pelaksanaan APBD sesuai keteniuan yang berlaku sebagai bentubh ahuntabilitas:

melakukan fiisilitasi dan menyediakan mareri data®informasi tentanp penpelolaan keuanygan
daerah;

melakukan fiasilitasi perubahan Rancanpgan P'vraturan Daerab tentang pelaksanaan APBD
sesuai dengan wewen:ingnyd sampai ditztapkan menjadi Peraturan Daerah:

menyiapkan buban penyusunan kebijakun laporan keuangan dan pertanggungiawaban
pelaksanaan pendanain wrusan pemcriniahan yang menjadt tanggung  jawab  bersams
sesuai ketentuan yang berlaku;

memfiasititasi penyusunan laporan kenangan dan pelaksanaan APB desa sesuar dengan
wewenangnyd agar penyusunan laporan dapat dipertanggungjawabk an:

melaksanakan evaluasi laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APB  desa  sesuai
keteniuan yang berlaku guna peningkatan kiner ja:

menyispkan bahan publikasi dan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
menjabarkan perintah atasan bhaik lisan maupun terwlis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepadu bawahan sesuai tugas pokok dan tungsinya guna
kelancaran pelaksanaan tugas:

mengkoordinasikan tugas denpan instans! terkail puna keterpaduan pelaksanaan wgas:
memberikan penilaian kinera bawahin sesusl aturan yang berlaku guna peningkatan
presiasi kera;

melcksanakan menitoring  din evalias pelahsaman kepiaton sehsi pelapome agar
diperoleh kesesuaian anfara perencanaun Jan hasil:

membuar  laporan  dan  cvaluasi  Kegialan sekst pelaporan schagai bahan
pertanggungjawabin fugas dan pengamibilan kebsjakan pimpinan:

memberikan saran dan pertimbangan hepada atasan scbagai lahan pengambilan keputusan:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh &asan sesual dengan twas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanasn wigas.

Bagtan Kentjuh
Kepala Bidang Kas Dacrah

Pasal 20

Uraian tugas Kepala Bidang Kas Daerah adalah sebagai berikut

a.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis bidang kas daerah sesuai dengan
ketentuan vang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
tupas;

mengelola administrasi kas dacrah dacrah sesuai peraturan vang berlaku guna terwujudnya
terttb adnunistrasi keuangan daerah;

menyelenggarakan pengkajiian dan analisa terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanjs Dacrah bak penerimaan maupun pengeluar o sesual peraturan yang berlaku puna
kelancaran pelaksanaan tugas;

mengelola keuangan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang diloporkan dan masing-
masing unil kerja sesuai peraturan yany berlaku pung tenib administrisi

melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pengelolaan kas dacrah sesusi peraturn
yang, berlaku guna bahan pengambiian keputusan pimpinan;

melakukan pemeriksaan terhadup pengelelaan penerimuan dan pengeluaran kas daerah
stsuai peraturan yang berlaku guna terwujudnya peacatatan akuntansi yang balk dun
benar:

memproses penerbitan Sural Penyedivan Danu (SPD) susuai ketentuaa yang berlaku puna
tertib administrasi;

6
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v,

merealisaskan  pembayaran sesuai Susut Perintah Pencairan Dana (S172D):

melaksanakan penyimpan selurub buku asli kepemilikan surat-surat berharga  sesual
ketentuan yang berlaku guna pengamanan:

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atat fembaga
keuzngan iminnya yang ditunjuk:

memberikan pelayanan pembayaran berdasarkan permintaan pejbal pengguna anggaran
atus beban rekening Kas Umumn Daerah:

mengusahakan dan mengatur dana vang diperlukan dalam pelaksiinaan APBIY sesuai
ketentuan yang berlaku guna ketersediuin dana pelaksanaan APBD.;

melaksanakan penyimpanan, penempatan uang daerah dan menpelola‘menatausahakan
investasi daerah sesual ketentuan vang berlaku:

melaksanakan pemberian pinjaman dalas tama pemenintah dacrah sesuai Kelenloan yang
berlaku:

melakukan pengelolaan utang Jdan piutang daerah sena penagibian piutang daersh scsuai
ketentuan vang berfaku guna terib pengclolaan;

mengawasi pelaksanaan tugds bawihan dempuan cara membina. membimbing  dan
mengarahkan untuk peningkatan pelak saiman tugas;

menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun terulis puna helancaran pelaksanuan
tugns;

mendistribusikan tgas kepada bawahan sesual tugas pokok dan  fungsinya  guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait puna keselarasan pelaksanaan
ugas:

mengawasi  neldksanoan  lugas  bawdhdn  denpan cara membina, membimbing  dan
mengurahk an untuk peninghaten peluk sonaan tugas:

membenikan penitaian kinerja bawahun scsuai aran yanp berlaku puna peningkatan
prestast kerjd,

melaksanakan monitoring dan evaluzsi pelaksanaan kegiatan bidang kas daerah agar
diperoleh hesesuaian antara perencanaan dan hasil,

membuat laporan dan evaluam  kegiatan bidang  kas  daersh sebagai bahan
pertanggungjawaban dan pengambilan kobiikan pimpinan:

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebapal bahan pengambilan keputusan:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai denpan tugas pokok dan
fiingsinya guna keloncaran pelak sanaan (ugas.

Paragrat |
Kepala Scksi Penenmaan

Pusad 2

Uraian tupas Kepala Seksi Penenmouin adalkih sebapar berikut :

d,

b

menyusun  rencana keglatan sekst penerimaan sesuai dengan ketentuan vang  berlaku
sebugal pedoman pelaksanaan rugas.

mengelols administrasi penenimaan kas dacrah dacrah sesuai peraturan vang berlaku puna
lerwujudnya lertib administrasi pencrimian kas duerah:

menerima setoran dan menelitt berkus-berkiis penerimaan APBD secara cermat untuk
menghindari Kesalahan;

metaksanakan penyimpanan seluruh bukii asli kepemilikan surat-surat berhargy dan vang
dacrah sesuai ketentuan vang berlaku pura pengamanan:

menyiapkan bahan pengelolaan utang pinlang daerah sesuai ketentuan vang berlaku:
menyiapka.n bahan pemiAnlallan pv..ldlxwd.l’ldd]‘l pcl]t.‘l"ill]ililn APBE uleh Bank danatan
lembaga keuangan lain yang ditunjuk:

membuat laporan penerimiian sesual helentuan yang berlaku uniwek perfanggungjawaban:
men jebarkan perintah aasan bak liiin maupun tertulis puna kelancaran pelaksanaan
tugas;

menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBLY dan rancangan Perubahan  APBD
khususnya rencana penerimaan pendapatan daerah;

meneliti dan mencocokkan Surat Tands Sctoran dan SKPD pengelola pendapatan;

i7
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k.

i

=

mencatal dan  memantau  wanfer  Juna perimbangan serta mengirimkan  bukb
penerimaan/ioaitansi ke Pusal.

mendisiribusikan wgas kepada bawahan sesual wpas pokok dan  {unpgsinya  guna
kelancaran pelaksanaan tgas:

mengkoerdinasikan tugas dengan instans: terkan guna keterpaduan  pelaksan: v lupas:
memberikan penilazan hinerje bawihan sesuai awgran vang berfaku puna peningkaten
prestasi kerja:

melaksanakan monitoring dzn cvaluws pelaksanaan  kepiatan scksi penerimaan agar
diperpleh Kesesuaian antara percncanaan Jun hasil;

membual  laporan  dan  evaluasi  kegiatan  seksi penerimilan sebapar  bahan
pertanggungjawaban tugas dan pengambilan kebijakan pimpinan:

memberikan saran dan pertimbangan kopada atasan sebagal bahan pengambilan keputusan:
melaksanakan tugas lain vang diberikun olch atasan sesuai dengan tugas pakok dan
flungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragral® 2
Kepala Seksi Pengeluaran

Pasal 22

Uraian tugas Kepala Scksi Peng cluaran adalab sebagai berikut:

il

b

e

~ @

s

menyusun program kerjn dan kegiatan seksi pengeluaran sesuai dengan ketentusn yamy
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan wug s

menyiapkan Surat Penyediaan Dana {SPD);

mengelola administrasi pengeluaran kas Juerah duerah sesuai peraturun yany berlaku guna
terwu judnya tertib administrasi pengehiran kas dacrab:

melaksanakan pembayaran sesuai Suru! Perintah Pencairan Dana (SP2D):

menyiapkan bahan penyusuran mekanisine pengeluaran kas sesuai ketentuan yany berlaku
sebagal upaya peningkatan pelayanan:

menyedizkan dana yang diperlukan Jdalam pelaksanizan APBD sewis ketentuan yany
berlaku guna kelancariin pelaksansan APBD:

melaksanakan adminisirasi pembayaran SP20 secara sistimatis uniuk tertb administrasi
melaksanakan pembayaran berdasarkan perminiaan pejabat pengguna angg:iran atas beban
rekening Kas Umum Darnzh sesuai hetentoan yang berlaku guna tertib administrass
pembayaran;

membuat laporan pengeluaran sesum haentuan vang berlake untuk pertanggungjawaban.
menyigpkan hahan pemantauan pelaksinaan pengeluaran APBLY oleh Bank dan/atau
lembaga keuangan lain vang dirun juk;

melaksanakan perhitungan Kas akhir Luhon peldk sangan APBLY guna peayusunan laporan
partanggungjawaban pelaksanaian APRIY:

membuat rekonsiliasi bank guna keakuratan data peneringan dan pengelusran:
menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis guna kelancaran  pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan togas kepada hawahan sesuai tugas pokok dan  fungsinya  puna
kelancaran pelak saraan tugas:

mengkoordinasikan tugas dengan instanst terkail guna keterpaduan  pelaksanaan tugis
memberikan penilaian kinerja bawalin sesual aturan yang berfuhu guna  pentngkatuan
prestasi kerja:

melaksanakan monitoring dan evaluas pelaksanaan kepiatan scksi pengeluaran apar
diperaleh kesesuaian aniara perencanian dan hasi:

membual  laporan  dan evaluasi  kegiatan  seksi pengeluzran schagai bahon
pertanggungjawaban tupgas dan pengambilan kebijakan pimpinan:

memberikan saran dan pertinbangan kepuda atasan sebagat hahan pengambilan keputusan:
meleksanakan tupas lain yang diberikon oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dun
tungsinya puna kelanciwran pelaksanaan wigas.
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Bagnan Kedelapan
Kepala Biding Aset Ducrah

Pasal 23

Uraian tugas Kepala Bidang Aset Dacrah adalah sebagai berikut -

a

b.

menyusun program kerja dan kebijakan tckms bidiung aset daerah scsuai ketentuan yang
berlaku guna pedoman pelak sanaan g,

merumuskan pedoman, pewnjuk tcknis dan kebijakon pengelolaan barang milik dacrah
sesuai ketentuan yang berluku guna tertib admimstrasi pengelelaan barang milik Jdaerah;
menyelengparakan perencanaan kebuwtuhan barang milik dacrah sesudi  ketentuan  yang
berlak u guna terpenuhinya keburhan harang daerah & setiap unit ker ja:
menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengadiian barang milik dasiah sesuai
ketentuan yang berlaku guna clisiens) Jan efekivitas pemenuhan kebuluhan sarana dan
misarans daerah:

menytlenggarakan pencatatan, penvimpanan, dan anvenldarisasi  barang  Jacrab sesua
dengan ketentvan guna mendukung kelancaran pelok sanaan tugas:

merdistnibusikan  barang milk daeral: kepada pengpuna baranp scsun denpan kefentuan
guna mendukung kelancaran pelaksanae wgas:

mengatur pelaksanaan pendaman, pencatatan, penggolongan dan hodefikasi barang milik
dacrah berdasarkan ketentwan vang burfaku scears rutin guna keteniban dan pengamanin
barang-barany milik dacrah;

menyelenggarakan upaya pengamanan adminisirasi. pengamanan fisik. dan pengamanan
hukumn terhadap barang-barangy milik dacrah sesuai dengiin ketentuan guna tertib
pengefolaan barang milik dacrah;

menyelenggarakan pembinaan, pengisasan  den  pengendaliin alas penggunaan.
pemanfaatan, pemindahtanganan, pemieliharaan. dan pengamanan barang milik daerah
sesusi dengan ketentuan guna tertib penpzlolaan barang milik daerah:

menyimpan selundh bukti aslh kepemulkan aset tetop daerah sesual ketentuon yung berlaku;
menyelenggarakan penyusunan bahan ncraca daerah secara koordinatit’ dengan unit kerja
terkait sesuai dengan tug:is dan kewenangannya;

menyusun konsep buku petunjuk pembenan ijin pemewnfian asa dacrah sesuai balas
wewenangannya untuk pedoman pelaksanaan ugas,

mengevaluasi Tugas-lugas bidang asu daerab dakun wmngka perwujudan clisicnsi dan
efektivilas pelaksanaan tugas;

menyusun standar satusn harga dan analisis standar belanja daerah sesuai ketentuan yang
berlaku sebagal pedoman penyusunan angparan;

menyusun laporan pelak saman tugas kepada atasan sebagal bentuk pertanggungjawaban;
menyelenggarakan pengaturan kegialan bawahan dabim menyusun program kehutuhan,
pengélolaan barang serta pengadministrzciiannva sebagai pedoman kerja;

menjabarkan perintah atasan sesua petunjuk puna kelancaran pelaksanaan tugas;

membagi pefaksanaan tugas kepada hawahan sesuai bidang tugasnya guna Kkelancaran
pelaksanaan pas;

melaksanakan koordinasi kegiatan dengiin unit kerj2  terkail puna  keterpaduan  dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sewmai kerentuan vang berlukua dalam
rangka peningkatan prestasi ker ja;

melaksanakan monitoning dan evahiast pelaksanaan kegiatan bidang aset saerah agar
dipetoleh kesesualan anlam perencanaan dan hasil;

memberikain  saran dan  perlimbangan seara berkala kepada abisan  schagai  bahan
pengambilan keputusan;

melaksanakan tupas lain vanp dibenk:in oleh amsan sesuai denpan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf |
Kepala Seksi Analisis Kebuwhan, Pengaduan dan Distribust

Pasal 24

Uraian tugas Kepala Seksi Analisis Kebutuhan, Pengadnan dan Disiribusi adalbh sebagai
berikut:

a.

b.

ol

menyusun program keria dan kegiatan scksi analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi
sesuni kelentwan yang berlaku guna pedomun pelaksan:an tugas;

menghimpun da@a kebutuhan barang dat mising-masing unit kerga unk bahan analisis
dan tindak lanjut rencana kebutuhan penpadaan boe g

inelakukan penelinan dan pengendaban  terhadap Rencana  Kebutuhan Barang Uit
(RKBU} dan Rencana Kebuwhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBLI) serta penga pon
perubahun status hukum barang daerab sesuai dengan ketentuan yang berlukug;

menyusun bahan Rercana Kebutuhan Tarang Milik Daerah (RKIBMD) berdasark.an RKIL
dan RKPBL masing-masing satuan kerja:

melakukan pembinaan dan pengendalar pelaksanaan pengadaan barang Sesuai Ketentuan
yang berlaku guna terwujulnya tenib admvinistrasi;

melakukan pelelangan sews tamah dana  pendidikar/granngan milik  Pemerintah
Kabupaten Pemalang;

memporporasi atau mengesahkan benda berharga vang diajukan oleh SKPD pengelola
pendapatan;

mclaksanakan penatausahaan dJistribusi barang milik dacrah secara rutin guna tertib
administriasi pengeloluan barang milik Jdac-arah;

menyispkan bahan penyusunan Standar saman harga dan analisis standar belanja daerah
sesuar ketentuan yang berlaku schapat pedoman penyusunan angparan.

menjabarkan perintah atasan scsuab potunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas:

membag) pelaksananon tugas kepada howizhan sesusi bidang wgasnya puna kelancaran
pelaksanaan wgas;

melaksanakan koordinasi kegiatan denpan unic herjpr terkail puna keterpaduan dan
kelancargn pelaksanaan tugas;

memberikan penitaian kinerja kepadh hawahan sesear hetenwan yang berlaku dalam
rangkd pemngkatan presstast ke rps

melaksanakan monitoring dan ovaluas pelaksanaan hegitan Seksi Analisis Kebutulun,
Pengadaan dan Distnbusi agar diperolceh hesesuman antarz perencanien Jan hasil;
menyusun balan laporan pelaksanasn wgas kepada atasan secara rulin sebagar benluk
pertanggungjswaban;

memberikan saran dan pertimbangan secara berkala kepada atasan  sebapai  bahan
pengambilan keputusan;

melaksanakan fupas bun yang diberihan olch slasan scswal dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelak sanaan tupas.

Pracagral 2
Kepala Seksi Inventansasi, Pemelihar:ian dan Penghapus:in

Pasal 25

Uraian wwgas Kepala Inventarisasi. Pemelibarin dan Penghapusan adalah scbaga berikut:

a

b

menyusun program kerja dan kegiatan scksi mventansasi, pemeliharaan dan penghapusan
sesuai ketentuan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tupas:

menyusun bahan kebijakan din pelunjuk  teknis pengelolaan barang sesuai denpan
ketentuan guna ketertiban dan pengamanan barang-barang milik daer i

melaksanakan pendataan, pencalatan, pengpolongan dan kodefikas: barang-harang milik
daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku secura rutin guna ketertiban dan pengamanan
barang-barang milix daerah;

melaksanakan pencataian, pensimpanan surat-surat berhargas dan pengamanan baranp-
barang milik daerah guna ketertiban din hearmunan cesd dacrah;
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meiaksanakan dan memfissilitasi upayu pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum terhadap barang mulik daerah sesuai dengan ketentuan puna elisiensi
dan efektivilas pengelolaan barang milik daerah;

f.  melaksanakan kegiatan penalausahaan. pembinagan. penpawasan dan pengendalian aas
penggunaan, pemanfiaatan. pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengamanan  barang
milik dacrah sesual dengan ketemtuan puna tertib pengelolaan barang milik daerah;

g menganalisis kelayakan rencana penghapusan barang milik daerith dan atau neguru, dan
melaksanakan penalausahaan penghapusannyy  berdasarkan  ketentuan  yang  telah
ditetapkan guna menunjang efisiensi dan cfektivilus pelaksunaan tugas;

h  mclaksanakan dun memfiasilicisi kegiwan penilaian dan sensus barang milik daerab dan
atau negara secara koordinatif dengan uril kerda terkait puna tersusunnya date barang yang
akurat;

L menghimpun dan meneliti Laporun Burung Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan masing-masing unit kerja sebagai dasar
penvusunan laporan harang milik daeruh,

J ~ mempersiapkan bshan penyusuman neraca secars koordinatit' dengan unit kerj terkail
sesual dengan tugas dan kewenangannma:

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;

L  menjabarkan perintah atasan sesual pelunuk gunu kelancaran pelaksapaan wugas;

m  mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawaban sesuai dengan kewenangannya guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

n  menyusun bahan laporan pelaksanaan mgas Kepada aiasan sccara rutin sebagai hentuk
peranggungjawaban,

¢ memberikan penilaian kinerje kepada bawahan sesuai dengan kinerjanya;

p  melaksanakan monitoring dan  evaluast  pelaksanaan kegatan  sehsi  inveniorisasi,
pemeliharaan dun penghapusan grur diperoleh kesesuaian antara perencanaan dan hasil,

g  memberikan samn dan penimbangan hepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan;

melaksanakan tgas lain yang diberihan oleh wtasan secsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan lugas.

-1

BAB IV
KETENIUAN PENETUP

Pasial 26

Pada saa Perauran Bupati ini mulad berliku, maka Keputusan Bupali Pemalang Nomaor
47 Talun 2004 temtang Pedoman ULrown  Tugs  Jubstan Strukturs!  Dinas Pendapatin
Dacrah { Lembaran Dacrah Kabupaten Pernalang ‘lahun 2004 Nomor 35 ) dan Keputusan
Bupati Pernalang Nomor 55 Tahun 2004  temtang Pedoman Uraian Tupas Jubytun Struktural
Badan Pengelola Keuangan [Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2004 Nomor 3 ) dicabut Jdan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengelahuingn, memennushkan pengundangan Perasturan Bupali ini dengan

penempatannya dalam Berita Daciab Kabupaion Pemalang.

Ditetapkan di Pematang

pada t J jj Desember 2008
“BUPAT \PEMALANG,

/ / A ;\Ff

h‘\u, %,& ;

\'\_H:@;hiva(,llROES

Diundangkan d Pemalang
pada tanggal 15 Desember 2008
Pit. SEKRETA RE DAERAH

KﬁB{MEN PEMAL&‘*JG

SLAME: RAKJM:‘\I\
BERITA DAERAH KA BUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 85
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